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Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana persepsi hakim tentang perceraian dimana titik 
fokus permasalahan ini keterlibatan pihak ketiga dan kekerasan rumah tangga yang 
menghancurkan bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat dalam kasus Putusan Nomor 
229/pdt.G/2019/PA Barru. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan 
melakukan pendekatan Syar’I dan Yuridis dengan sumber data dari Pengadilan Agama Barru. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, 
dokumentasi dan penelusuran reverensi. Kemudian teknik pengelolaan data yang dilakukan 
melalui beberapa tahap yakni: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian karena adanya pihak ketiga 
telah beralasan hukum dan telah memenuhi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah 
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) intruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim melihat dan 
menimbang bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah sampai pada 
kondisi Broken Marriage (tidak ada harapan hidup rukun kembali) oleh sebab itu Majelis 
Hakim didasarkan atas fakta-fakta yang ada dan telah terbukti kebenarannya melalui 
pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan sehingga hakim menemukan dasar hukum 
yang tepat serta tidak lepas dari pembuktian yang pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan 
verstek.  
Kata Kunci: Perceraian, Pihak Ketiga, Putusan Hakim. 
 
Abstract 
This study examines how judges' perception of divorce where the focal point of this problem 
is the involvement of third parties and domestic violence that destroys the plaintiff's 
household and the defendant in the case of Decision Number 229 / pdt.G / 2019 / PA Barru. 
This type of research uses qualitative methods, by using the Syar'I and Juridical approaches 
with data sources from the Barru Religious Court. Furthermore, the data collection methods 
used were interviews, observation, documentation and reference tracking. Then the data 
management techniques are carried out through several stages namely: Data reduction, data 
presentation and drawing conclusions. From the results of this study it can be concluded that 
the divorce case due to a third party has legal grounds and has fulfilled Law Number 3 of 
2006, amended the second time with Law Number 50 of 2009 jo. Article 116 letter (f) 
Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. The 
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Panel of Judges sees and considers that the Plaintiff and Defendant's household is considered 
to have reached the condition of the Broken Merriage (there is no hope of living in harmony 
anymore) therefore the Panel of Judges is based on the available facts and has been proven 
true through examinations carried out in trials, so The judge found the right legal basis and 
could not be separated from the evidence, which in the end the judge handed down the 
verdict. 
Keywords: Divorce, Third Party, Judge's Decision. 
 
A. Pendahuluan 
Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu 
hingga kini. Karna perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan 
didalam maupun diluar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan 
hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan 
hubungan hukum anatara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka 
memiliki harta kekayaan, dan timbullah hubungan hukum dengan antara mereka dengan 
harta kekayaan tersebut.1 
Hukum Perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, 
oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan 
dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya 
mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala 
persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Misalnya : hak-hak dan 
kewajiban suami-isteri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk 
memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putunya perkawinan 
dan lain-lain. 
Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan 
ikatan suci (mizaqan galiza) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. 
Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan 
harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan 
perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahma) 
                                                 
1 MR Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Cetakan III : Jakarta Selatan: Cv 
Karya Gemilang, 2011), h.1. 
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dapat terwujud. 
Namun sering kali apa yang terjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan 
harus putus ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar 
saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan 
perkawinan pada dasarnya kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat 
disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau 
melepaskan perjanjian.2 
Pada pasal 39 UUP dinyatakan: 
a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan 
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak 
akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 
c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan sendiri.3 
Di dalam Pasal 209 KUH Perdata, perceraian dapat terjadi karen alasan sebagai berikut: 
a. Satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, penjudi dan lainnya 
yang sulit disembuhkan 
b. Salah satu pihak lain untuk (2) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan 
tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya salah satu 
pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak 
lain. 
c. Salah satu pihak memiliki kecacatan atau penyakit dengan akibat tidak mampu 
melaksanakan kewajibannya sebagai suami / istri 
d. Antara suami dan istri ada perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan 
tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi di rumah tangga.4 
                                                 
2 Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (CetakanVI: Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2016). h. 218. 
3Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.218. 
4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 209. 
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Salah satu penyebab perceraian dikalangan masyarakat sekarang karena adanya pihak 
ketiga, adanya pihak ketiga suatu hubungan perkawinan sudah tidak saling mempercayai 
satu sama lain sehingga saling menyalahkan dan akhirnya menimbulkan masalah yang 
berujung pada perceraian, kasus ini terdapat disalah satu pengadilan yaitu Pengadilan 
Agama Barru dengan nomor putusan 229/pdt.G/2019/PA Barru. 
Di dalam sebuah berita “Hingga Maret 2018, Ratusan Kasus Perceraian Ditangani PA 
Barru, Dominan Pemicunya Ini” yang dilansir oleh Tribun Timur (Jumat, 27 April 
2018), menurut Panitera Pengadilan Agama Barru, Bapak Hamzah Appas mengatakan 
“Hingga Maret 2018 ini kita telah menerima 121 laporan perceraian,” ia menyebutkan, 
dari 121 laporan perceraian yang diterima tersebut  104 diantaranya sudah putus. “Usia 
rata-rata mereka yang menggugat cerai 20 sampai 40 tahun”. Menurutnya, ada beberapa 
faktor yang menyebabkan perceraian terjadi. Diantaranya karena perselingkuhan, 
kekerasan dalam rumah tangga, lemah syahwat, dan juga  fakor ekonomi.” Tapi 
kebanyakan atau yang dominan dari kasus perceraian yang kita tangani, alasannya 
karena faktor ekonomi”5 
Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan adalah menghindari terjadinya perceraian. 
Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Al-
Imam Abu Daawud, Rasulullah bersabda: 
د ُ َحدَّثَنَا ع بَْيٍد، ْبنُ  َكثِيرُ  اَحدَّثَنَ َحمَّ فُِ َعنُْ َخاِلٍد، ْبنُ  م  عَر ِ َحاِربُِ َعنُْ اِصٍل،وَُ ْبنُِ م  ُِ نُِعَُ ع َمَر، اْبنُِ َعنُْ ِدثَاٍر، ْبنُِ م   النَّبِي 
ُِ إِلَى اْلَحََللُِ أَْبغَضُ  ” :قَالَُ وسلم عليه هللا صلى  الطَََّلق تَعَالَى ّللاَّ
Artinya : 
“Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, 
dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, 
beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq 
(perceraian).” 
Perceraian yang diakibatkan karena pihak ketiga menurut asumsi peneliti adalah 
diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal dalam 
Kompilasi Hukum islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami dan istri 
                                                 
5 Hingga Maret 2018, Ratusan Kasus Perceraian Ditangani PA Barru, Dominan Pemicunya Ini”, Tribun 
Timur, (April2018), https://makassar.tribunnews.com/2018/04/27/hingga-maret-2018--ratusan-kasus-perceraian-
ditangani-pa-barru-dominan-pemicunya-ini, di akses pada tanggal 20 Febrari 2020 
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berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 
bantuan lahir batin antara satu sama lain.6 Seharusnya suami dan istri dapat menjalin 
suatu hubungan yang baik satu sama lain. Akan tetapi karena kurangnya keharmonisan 
dan juga perhatian terhadap pasangan suami istri satu sama lain menyebabkan adanya 
pihak diluar dari rumah tangga yang mempengaruhi hubungan suami istri. Pihak dari 
luar rumah tangga tidak mesti seseorang yang menginginkansalah satu yakni suami atau 
istri.7 Namun, pihak ketiga dapat berupa dorongan dari pihak keluarga yang dikarenakan 
alasan-alasan untuk menginginkan perpisahan hubungan suami istri dalam rumah 
tangga. 
Dalam Hal ini, persepsi hakim terbagi menjadi dua, yakni: 
a. Hakim menerima perkara yang diakibatkan kondisi permasalahan yang dinilai 
harus di putuskan tali perkawinannya; 
b. Hakim menolak perkara dengan melihat sisi lain dari permasalahan tersebut, 
apakah dikarenakan hanya sekedar asumsi penggugat semata ataukah ada fakta-
fakta lain yang dinilai harus tetap dipertahankan. 
Dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul 
penelitian ”Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Penyebab Terjadinya 
Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/pdt.G/2019/PA Barru di Pengadilan Agama 
Barru)” 
  
B. Metode Penelitian 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang pertama, metode 
wawancara yaitu dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab lisan antara peneliti dan 
beberapa pihak-pihak  berwenang untuk memperoleh informasi yang dapat dilaukan 
melalui tatap muka (face to Face) dengan mengacu pada pedoman wawancara. 
Kemudian , metode observasi yang dilakukan oleh peneliti  untuk mengamati langsung 
                                                 
6 Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Tahun 1999).  
7 A.Widjaja, Individu Keluarga dan Masyarakat, (Cetakan I; Jakarta: Resindo, 1985), h. 200. 
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obyek yang akan diteliti dan mengumpulkan data. Ketiga, dokumen yaitu sejumlah 
dokumen data tertentu yang berbentuk laporan, foto, file, surat, dan lain lain.8 Keempat, 
Peneliti mengambil beberapa data yang bersumber dari buku, artikel hukum, jurnal, 
dukumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalah yang diteliti.9 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Gambaran Kasus Perceraian yang disebabkan Adanya Pihak Ketiga dalam 
Kasus Putusan Nomor 229/pdt.G/2019/PA Barru 
Dalam Kasus Perkara Nomor Putusan 229/pdt.G/2019/PA Barru bahwa Penggugat 
berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2019 yang telah didaftarkan di dalam 
Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Br. 
telah mengajukan gugatannya dimana Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah 
pada hari Selasa tanggal 03 September 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan 
Barru, Kabupaten Barru, dengan Duplika t Kutipan Akta Nikah Nomor 
812/Kua.21.02/PW.01.1.XI/2018, tertanggal 19 November 2018. 
Setelah menikah Penggugat dan Tergugat  tinggal bersama ditempat kediaman orang tua 
Penggugat Jl. Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selama 
kurang lebih 8 tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama di BTN Lawae, 
Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan selama 
pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak dan sekarang berada 
dalam pengasuhan Penggugat. Setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat 
dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2006 hubungan 
Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dikarenakan: 
a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah ekonomi terhadap 
Penggugat; 
b. Tergugat memiliki hubungan mesra dengan perempuan lain dan sekarang tinggal 
                                                 
8Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.1. 
9Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Prenada Media,2016), h.87. 
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serumah bahkan tidak ada ikatan pernikahan; 
c. Tergugat sering bermain judi; 
d. Tergugat pernah menyakiti Penggugat dengan jalan memukul; 
Akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2017 Penggugat pergi 
meninggalkan Tergugat di karenakan Penggugat meminta tolong kepada Tergugat 
mengangkat karpet untuk di jemur akan tetapi Tergugat marah, menyeret, dan 
menendang Penggugat keluar dari rumah dan sejak itu Penggugat meninggalkan 
kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal, telah berjalan selama satu tahun 8 
bulan sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada 
Penggugat dengan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin. 
Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-
satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah 
jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.  
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan 
gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini. 
 
2. Pandangan Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Penyebab 
Perceraian dalam Kasus Nomor Putusan 229/pdt.G/2019/PA Barru 
Setelah mencermati duduk perkara dan berkas perkara, dapat diketahui bahwa sebab 
terjadinya gugatan ini adalah karena ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat 
mulai goyah karena penggugat mulai mengetahui sikap dan perilaku tergugat yang tidak 
menyenangkan dan tergugat memilih untuk tinggal bersama perempuan lain.  
Sehubungan dengan masalah ini, satu hal yang menarik perhatian untuk dibahas adalah 
penyebab pertengakaran dan perselisihan yang terjadi disebabkan tergugat memiliki 
hubungan mesra dengan perempuan lain dan sekarang tinggal serumah tanpa ada ikatan 
pernikahan sebagai bukti untuk memutuskan perkara ataukah ada hal lain yang bisa 
dijadikan dasar untuk memutuskan perkara tersebut. Permasalahan tersebut meskipun 
tidak dipersoalkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi menurut hemat 
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penulis, untuk menyelesaikan perkara ini perlu mempersoalkan hal tersebut. 
Islam memberikan jalan untuk bercerai dan memperbolehkannya dalam keadaan darurat 
saja. Tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk bercerai, kecuali mereka yang 
sudah tidak sanggup lagi hidup dengan pasangan masing-masing (suami/istri) akhirnya 
memilih untuk bercerai. Oleh karena itu, syariat Islam mensyariatkan talak disertai 
dengan batasan-batasan. Karena Islam menghendaki ikatan suami-istri bebas dari hal-hal 
sepele yang dapat merusak ikatan perkawinan yang telah terjalin. 
Adapun pandangan hakim yang berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga sebagai 
penyebab perceraian sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, 
sebagai berikut: 
a. Andi Muhammad Yusuf Bakri 
Pak Andi Muhammad Yusuf Bakri merupakan Ketua Pengadilan Agama Barru pendapat 
beliau tentang keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian putusan nomor 
229/pdt.G/2019/PA Barru. Beliau berkata: 
Apabila dalam rumah tangga suami dan istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali 
seperti dalam PP No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) itu bisa dilakukan perceraian karena 
hakim bukan melihat siapa yang salah dan siapa yang benar tetapi hakim fokus kepada 
rumah tangga, dalam kasus putusan nomor 229/pdt.G/PA Barru. Memang benar 
Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain tanpa ada pernikahan dan 
Penggugat dan Tergugat sudah hampir 2 tahun pisah, pihak keluarga sudah berusaha 
untuk merukunkan namun usaha itu tidak berhasil. Hakim dalam menangani kasus harus 
sesuai dengan fakta persidangan. Fakta di persidangan sebagai berikut: 
1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 
tanggal 03 September 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Barru, Kabupaten Barru 
2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena 
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat 
berselingkuh dengan perempuan lain 
3) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 
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2017, dan antara keduanya tidak terjalin hubungan layaknya suami istri, dan 
tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri 
4) Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk 
merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun upaya tersebut tidak 
berhasil 
5) Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk 
bercerai dengan Tergugat 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan 
Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Merriage) serta tidak ada 
harapan hidup rukun lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal 
antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang.  
b. Al Gazali Mus 
Pak Al Gazali Mus merupakan hakim Pengadilan Agama Barru sekaligus menangani 
kasus perceraian tentang persepsi hakim tentang keterlibatan pihak ketiga sebagai 
penyebab perceraian putusan nomor 229/pdt.G/2019/PA Barru. Beliau berkata: 
Perceraian karena adanya pihak ketiga atau disebabkan oleh pihak ketiga yang 
menyebabkan rumah tangga terus-menerus mengalami perselisihan dan tergugat telah 
melakukan kekerasan terhadap penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama 
perempuan lain tanpa ada ikatan pernikahan.  
Karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang sulit untuk dirukunkan 
kembali maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab 
dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan 
kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat 
dipertahankan, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin 
dapat dipersatukan lagi dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai 
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/1996 
tertanggal 18 Juni 1996.  
Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian maka tujuan 
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perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya 
ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. 
c. Nahdiyanti 
Ibu Nahdiyanti merupakan hakim Pengadilan Agama Barru sekaligus menangani kasus 
perceraian tentang persepsi hakim tentang keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab 
perceraian putusan nomor 229/pdt.G/2019/PA Barru. 
Perlu kita ketahui bahwa penyebab perceraian dalam PP No.9 tahun 1975 Pasal 19 huru 
(f) antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak 
ada harapan akan hidup rukun kembali 
Hakim dalam menyelesaikan perkara didasarkan atas fakta-fakta yang ada dan telah 
terbukti kebenarannya lewat konstatiring yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga 
pada akhirnya hakim dapat menemukan dasar hukum yang tepat serta tidak lepas dari 
pembuktian dan keterangan dari para saksi. 
Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di 
bawah sumpahnya sebagai berikut: 
1) Abd Majid bin Abd Asis, umur 64 tahun, menerangkan hal-hal pada pokoknya 
sebagai berikut: 
a) Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama 
Muhayyar Sabir, menantu saksi; 
b) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 
Penggugat (saksi) di jalan Pramuka kemudian Penggugat dan Tergugat 
pindah di kediaman bersama di BTN Lawae; 
c) Bahwa awalnya  rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun 
dan telah karuniai 3 orang anak namun sekarag sudah tidak harmonis lagi 
disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain; 
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d) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 
Oktober 2017, dimana Tergugat mengusir Penggugat hingga Penggugat pergi 
meninggalkan rumah kediaman bersama; 
e) Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat 
sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin sampai dengan sekarang; 
f) Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil; 
2) A. Asry Punagi bin A. Abd. Hadi Punagi, umur 45 tahun, memberikan 
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:  
a) Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan kenal Tergugat bernama 
Muhayyar Sabir; 
b) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 
Penggugat di jalan Pramuka kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di 
kediaman bersama di BTN Lawae; 
c) Bahwa awalnya  rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun 
dan telah karuniai 3 orang anak namun sekarag sudah tidak harmonis lagi 
disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain; 
d) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 
Oktober 2017, dimana Tergugat mengusir Penggugat hingga Penggugat pergi 
meninggalkan rumah kediaman bersama; 
e) Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat 
sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin sampai dengan sekarang; 
f) Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil; 
Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan, 
sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam 
persidangan. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan 
telah memenuhi maksud  Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974  jis. 
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 
No. 1 Tahun 1974  jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal 116 
huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  
3. Strategi Hakim Dalam Mencegah Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga 
Dalam Kasus Nomor Putusan 229/pdt.G/2019/PA Barru 
Kasus Nomor Putusan 229/pdt.G/2019/PA Barru putusan tersebut merupakan putusan 
verstek dimana putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan karena tergugat 
tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir 
dan mohon putusan.   
Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah 
tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para 
tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan 
patut. 
Strategi yang dilakukan hakim dalam Nomor Putusan 229/pdt.G/2019/PA Barru putusan 
yang bersifat vertek adalah:  
a. Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai 
dengan Tergugat  
b. Memberitahukan bahwa ada beberapa dampak perceraian yaitu: 
1) Dampak terhadap suami/ istri  
2) Dampak terhadap anak  
3) Dampak terhadap harta kekayaan   
 
D. Penutup 
Dari semua pandangan hakim mengenai kasus Putusan Nomor 229/pdt.G/2019/PA Barru 
yang dimana pihak ketiga sebagai penyebab perceraian, peneliti sepakat dengan 
pandangan keseluruhan hakim bahwa dalam menyelesaikan perkara didasarkan atas 
fakta-fakta yang ada dan telah terbukti kebenarannya lewat pemeriksaan yang dilakukan 
dalam persidangan, sehingga pada akhirnya hakim dapat menemukan dasar hukum yang 
tepat serta tidak lepas dari pembuktian dan keterangan dari para saksi, dimana hakim 
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tidak lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar tetapi hakim fokus dengan 
masalah keluarga maka hakim berusaha menasehati agar tergugat tidak akan bercerai, 
tapi penggugat dan tergugat tetap tidak bisa dirukunkan kembali jadi hakim memutuskan 
perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan verstek. Kepada Pengadilan Agama Barru 
dalam menyelesaikan perkara perceraian hendaknya hakim berusaha semaksimal 
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